KEJATISU SUMUT PANGGIL 22 ASN DI DINKES TAPTENG SOAL DUGAAN
KORUPSI BOK DANJASPEL PUSKESMAS

T ANTARA

S

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sumatera (Kejati Sumut) memanggil sebanyak
22 orang terdiri dari pejabat, staf, pegawai di sejumlah Puskesmas dan Dinas Kesehatan
(Dinkes) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), untuk dimintai keterangannya. “Benar,
tim penyidik Pidsus telah memanggil 22 pegawai untuk dimintai keterangan terkait kasus
dugaan korupsi penggunaan BOK dan Jaspel Puskesmas di Tapteng,” kata Kasi Penkum
Kejati Sumut Adre Wanda Ginting ketika dihubungi dari Medan, Jumat (18/10) malam.
Dia mengatakan, 22 pegawai tersebut masih berstatus saksi, pihaknya akan
menyampaikan jika ada perkembangan dalam kasus tersebut. “Masih saksi, kalau ada
perkembangan terkait kasus tersebut, nanti akan kita sampaikan informasinya,” ujar dia.
Secara terpisah, Pj Bupati Tapanuli Tengah Dr. Sugeng Riyanta membenarkan
pemanggilan 22 pejabat dan staf dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Pemkab Tapanuli
Tengah oleh Kejati Sumut.

la menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada
Kejati Sumut. “Benar. Semua sudah ditangani aparat penegak hukum. Percayakan saja
semua pada Kejati Sumut,” ujar Sugeng. Sebelumnya Kejati Sumut melakukan
penahanan terhadap mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Tapanuli Tengah berinisial
N terkait kasus dugaan korupsi.

Penahanan dilakukan setelah N ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
pemotongan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan uang jasa pelayanan (Jaspel)
Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun anggaran 2023. Tersangka N dijerat
dengan Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Pj. Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sugeng Riyanta membenarkan pemanggilan
terhadap 22 orang pejabat, staf dan pegawai di sejumlah Puskesmas dan Dinas Kesehatan
(Dinkes) Pemkab Tapteng oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) untuk
diperiksa, Selasa (15/10/24).

Puluhan ASN yang dipanggil terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) tahun anggaran
2023. “Ya info itu benar. Cukup, semua sudah ditangani aparat penegak hukum (APH).
Percayakan saja semua pada Kejatisu,” beber Sugeng melalui WhatsApp.

Dari keterangan yang diperoleh menyebutkan, 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut
dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan
tersangka Nursyam, mantan Kadis Kesehatan Tapteng. la diduga menggunakan dana
BOK dan dana Jaspel Puskesmas di seluruh Kabupaten Tapteng untuk tahun anggaran
2023.

Dijelaskan di surat pemanggilan, diantara mereka yang dipanggil ada 8 orang dokter
umum dan dokter gigi. Sedangkan yang lainnya berstatus sebagai bidan dan beberapa
pejabat, serta staf di Dinkes Tapteng. Seperti diberitakan, Kejati Sumut menahan
Nursyam terkait perkara dugaan korupsi pemotongan biaya operasional kesehatan (BOK)
dan uang jasa pelayanan (jaspel) Puskesmas di Tapteng tahun anggaran (TA) 2023.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/595441/kejati-sumut-panggil-22-asn-di-dinkes-
tapteng-soal-dugaan-korupsi-bok-dan-jaspel-puskesmas, Jumat, 18 Oktober 2024.

2. https://mistar.id/news/sumut/tapanuli-bagian-tengah/kejati-sumut-panggil-22-asn-
puskesmas-dan-dinkes-tapteng-terkait-dugaan-tipikor, 16 October 2024.

Catatan Berita:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
Pasal 55
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh
melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,
dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan
perbuatan.
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(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang
diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.

Pasal 184
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
C. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
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penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 18
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang
tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan
harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)
tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh
Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka
dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum
dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal 1

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan
eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk
mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
Pasal 603
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori Il dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau
Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit kategori 1l dan paling banyak kategori V1.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada
Pemerintah Daerah
Pasal 1
Angka 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang
digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan
masyarakat.
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Angka 2. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOK Puskesmas.

Angka 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2
(1) Pengelola Dana BOK Puskesmas terdiri dari:
a. pejabat pengelola keuangan daerah;
pengguna anggaran;
pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
bendahara pengeluaran;
kuasa pengguna anggaran;
pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
g. bendahara Dana BOK Puskesmas.
(2) Pengelola Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa
Pelayann Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Derah.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan
dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP
milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum daerah.

Pasal 3

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
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(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke
dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya
60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

(4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih
dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap
tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala satuan kerja perangkat
daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan:

a. Tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja
di bidang pelayanan kesehatan; dan

c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

(6) Format keputusan kepala daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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